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Abstrak
Sebelum dunia keuangan kontemporer mengaplikasikan konsep moratorium dalam
pembayaran utang, Islam sudah jauh hari mengenalkan konsep ini kepada umatnya.
Di dalam Al-Qur’an sendiri terdapat ayat-ayat tentang moratorium yang menjadi
dasar apliksi konsep moratorium. Bukan sekedar itu, banyak pula hadis-hadis yang
menerangkan bahkan memerinci bagaimana konsep moratorium yang profesional,
adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu konsep
moratorium semakin populer dalam dunia keungan global. Bahkan bukan sekedar
menjadi solusi kemacetan keuangan, namun sengaja digunakan sebagai cara untuk
mendapatkan keuntungan. Banyak perusahaan, instansi bahkan negara yang
memberlakukan moratorium untuk mendapatkan bunga tambahan dari keterlambatan
pembayaran utang. Padahal konsep dasar moratorium adalah akad sosial (zabarru’)
yang memang tidak boleh digunakan untuk mengambil keuntungan. Di dalam tulisan
ini dikupas bagaimana hukum Islam memandang kasus moratorium yang dijadikan
sebagai sarana mendapatkan keuntungan atau manfaat sekaligus bagaimana hukum
penalti dalam kasus moratorium. Begitu juga syarat-syarat dibolehkan dan
dilarangnya moratorium serta sanksi yang akan diterima bagi mereka yang sengaja
tidak melunasi hutang setelah moratorium baik di dunia dan akhirat. Jadi dengan
menelaah tulisan ini kita bisa mendalami hakikat moratorium di dalam Islam, tinjauan
ayat dan hadis tentang moratorium, syarat-syarat dibolenkan dan dilarang
moratorium, hukum tambahan manfaat dan penalti dalam moratorium serta sanksi

yang didapat bagi siapa saja yang tidak melunasi pembayaran utang.

Kata kunci: moratorium, (inzhar ad-dain), penalti, gharamah maliyah, utang-

piutang.
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Abstract
Before the contemporary finance world applied the concept of a moratorium on
debt repayment, Islam had long ago introduced this concept to its people. In the
Qur'an itself, there are verses about the moratorium which became the basis of
apliksi moratorium concept. Not only that, there are also many traditions that
explain even detail how the concept of a moratorium that is professional, fair and
not harms both parties. Over time the concept of the moratorium is increasingly
popular in the world of global finance. Not even just a solution to financial
congestion, but deliberately used as a way to gain profit. Many companies, even
state agencies that impose a moratorium on obtaining additional interest from
late payment of debt. Though the basic concept of a moratorium is a social
contract (tabarru') which it should not be used to take advantage. In this paper,
we discuss how the Islamic law sees the moratorium case as a means of obtaining
profit or benefit as well as how the law of penalty in case of the moratorium. So
are the conditions allowed and prohibited moratorium and sanctions will be
accepted for those who intentionally do not pay off debt after the moratorium both
in the world and the hereafter. So by examining this article, we can explore the
nature of the moratorium in Islam, the review of verses and traditions about the
moratorium, the conditions allowed and prohibited moratorium, additional law
benefits and penalties in the moratorium and sanctions obtained for anyone who

does not pay off debt payments.

Keyword: moratorium, (inzhar ad-dain), penalty, gharamah maliyah, debt

payments.

A. PENDAHULUAN

Hari ini banyak sekali penawaran yang
menggiurkan  kepada masyarakat agar
mereka terlilit hutang tanpa sadar. Jika
zaman dahulu para pengusaha dan

perorangan Yyang hendak membutuhkan
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modal harus mendatangi bank. Hari realita
tersebut telah mulai banyak berbeda. Zaman
ini justru Kkita saksikan pihak lembaga
keuanganlah yang agresif keliling ke
masyarakat untuk menawarkan berbagai

macam pinjaman. Selain itu, pinjaman yang
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ditawarkanpun sangat menggiurkan karena
bisa cair hanya dalam beberapa saat saja. Di
samping itu, kondisi ekonomi yang semakin
sulit menjadikan masyarakat semakin
mudah terlilit hutang. Lebih ironis lagi
banyak masyarakat yang berhutang untuk
bergaya hidup mewah demi mendapatkan
status social di tengah masyarakat.

Tidak dipungkiri bahwa salah satu
problematika kehidupan yang banyak
melanda  mayoritas manusia  adalah
berhutang. Hutang memang salah satu resiko
berat bagi seseorang atau perusahaan dalam
menjalani eksistensi kehidupan. Di samping
menimbulkan  ketidaknyamanan  dalam
pikiran, berhutang seringkali menjadikan
pelakunya stress dan depresi. Bagaimana
tidak, seseorang yang berhutang seringkali
merasa rendah diri saat bertemu di hadapan
orang yang dihutanginya. Tidak jarang
disebabkan hutang pelakunya berbuat
kedustaan dan menghalalkan segala cara
meskipun harus melanggar syariat agama.

Jika dalam ranah individu dan keluarga
masalah terlilit hutang bisa menjadikan
ketidakharmonisan, maka dalam ranah
perusahaan atau bahkan negara utang-
piutang seringkali menjadikan perusahaan
pailit dan negara mengalami
ketidakstabilan. Jika hutang tanpa bunga
saja menjadikan perusahaan bisa pailit
apalagi utang-piutang yang ditambah
dengan riba atau bunga. Tentu kerusakan
yang ditimbulkan jauh lebih parah lagi.

Moratorium (Inzhar ad-Dain)...

Oleh karena itu, di dalam syariat Islam
telah mengatur secara detail tentang
muamalah utang piutang. Hal tersebut
karena perkara utang bukan perkara yang
remeh di dalam Islam. Seringkali
perselisihan  dan  pertikaian  bahkan
pembunuhan berawal dari perkara utang
piutang.

Jika kita lihat dalil-dalil yang ada,
perkara hutang bukan sekedar sebatas
masalah dunia akan tetapi terkait dengan
kebahagian manusia di akhirat. Bukankah
seseorang tertunda masuk surga karena
masalah hutang? Rasulullah pun pernah
menolak menyalatkan seorang sahabat
yang meninggal dan masih menanggung
hutang.

Dalam realita kekinian, masalah besar
dalam muamalah utang kontemporer
adalah moratorium pembayaran utang
yang dijadikan alat untuk mengambil
keuntungan dalam muamalah utang
piutang. Semua bank konvensional
menggunakan cara ini untuk mendapatkan
keuntungan dari utang piutang. Oleh
karena itu, bagi orang yang berhutang
maupun yang menghutangi hendaknya
benar-benar memahami hukum
Moratorium dalam pembayaran hutang.
Apalagi dalam etika bisnis dimana hampir
setiap perusahaan tidak lepas dengan
masalah hutang baik jangka pendek,
menengah maupun panjang. Dengan
muamalah

demikian utang-piutang
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menjadi sarana ta'awun dalam kebaikan
dan ketagwaan. Bukan sebagai sarana
untuk  menzhalimi, mengeksploitasi
bahkan merugikan orang lain. Apalagi
banyak praktek dilapangan pihak kreditor
seringkali tidak mau tahu kondisi
penghutang saat meminta penundaan
pembayaran hutang. Kasus tukang pukul
bayaran saat menagih hutang Yyang
bahkan

pembunuhan merupakan gambaran yang

melakukan penganiayaan

jauh dari konsep inzhar ad dain/

Moratorium dalam Islam.

Bagaimanakah perspektif hukum Islam
memandang masalah moratorium dalam
pembayaran hutang? Maka makalah dalam
jurnal ini akan memaparkan rumusan
sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan
moratorium pembayaran hutang dan
apa dasar hukumnya di dalam al-Qur'an
dan as Sunnah?

2. Syarat apa saja dibolehkan dan dilarang
melakukan moratorium dalam tinjuan
Islam?

3. Bolehkah memberikan tambahan atau
denda keterlambatan utang (Gharamah
maaliyah/penalti) dalam moratorium?

4. Bagaimana sanksi hukum Islam bagi
orang yang sengaja  menunda

pembayaran hutang padahal dia rnampu

dan orang vyang tidak mampu

membayar hutang?
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B. PEMBAHASAN

1. Definisi Moratorium

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia’,
moratorium secara bahasa berarti penundaan
atau penangguhan. Namun secara konteks
biasanya digunakan dalam penangguhan
atau pembayaran utang didasarkan pada
undang-undang agar dapat mencegah Krisis
keuangan yang makin hebat.

Adapun secara istilah Moratorium bisa
didefinisikan  sebagai  suatu  proses
pemberian tangguh atau penundaan yang
dilakukan oleh pemilik piutang kepada
penghutang dalam jangka tempo tertentu

yang disepakati oleh kedua belah pihak.

A. Perspektif Al

Moratorium

Qur'an tentang

Kalau kita kaji didalam al-Qur'an maka
akan kita dapati ada satu ayat yang secara
khusus menyinggung moratorium dan satu
ayat pokok yang meringankan tentang
utang-piutang  yang  secara  implisit
menerangkan adab-adab terkait dengan

moratorium.

b. 1. Ayat yang pertama adalah surat al
Bagarah ayat 280

75 19800a8 o1 Byada ) 55laid 554k o3 OK )3

YA. Ogalad pi.f ol '&J

Ypysat Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2008, Edisi 4.




AD-DEENAR

JURNAL PERBANKAN SYARIAH

“Dan jika (orang yang berhutang itu)
dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan dan
menyedekahkan (sebagian atau semua
utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu

mengetahui.”

lbnu Jarir ath-Thobari dalam tafsirnya’
menyebutkan beberapa riwayat tentang
sebab turunnya ayat tersebut. Dari riwayat
yang ada ayat tersebut turun berkaitan
tentang riba. Sebagian riwayat menjelaskan
bahwa ayat tersebut berkaitan dengan utang-
piutang. Namun beliau menyimpulkan
sebagai berikut; “Yang benar ayat ini
berkaitan dengan orang-orang jahiliyyah
yang kemudian masuk Islam dan
mempunyai piutang sedangkan pada waktu
itu mereka membungakan uang mereka.
Ketiku awal mereka masuk Islam perkara
tersebut  belum tunai. Maka Alloh
perintahkan untuk meninggalkan apa yang
berbau riba setelah mereka masuk Islam.
Kemudian hanya mengambil uang pokok
tanpa tambahan bunga serta memberikan
opsi penangguhan (moratorium) dalam
pengembalian uang pokok kepada mereka
yang berada dalam kesusahan membayar

hutang.”

“Muhammad Ibnu Jarir ath-Thobari, Jami 'ul
Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an, Dar Ibnu Hazm,
Juz 3, Him, 145.
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Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir

berkata:®
Y[l { s3ada J] 55laid ik o3 08 Hf5):JLas
J> 13 dnal eadsl Jea lalddl Jal o LS

(o5 Of Lely @aas of Ll il aule
“Alloh SWT memerintahkan bersabar
kepada pemilik piutang ketika mendapati
orang tua orang yang berhutang padanya
dalam kondisi kesusahan untuk
pembayaran hutang seraya berkata: “Dan
jika (orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, Maka berilah tangguh sampai
dia berkelapangan” Maksudnya yaitu kita
diperintahkan memberikan kelapangan
hutang. Tidak seperti apa yang dilakukun
di masa jahiliyah yaitu seseorang di
antara mereka berkata kepada orang yang
berhutang kepadanya, “Jika masa
pelunasan utangmu telah tiba, maka
adakalanya kamu melunasinya atau kamu

menambahkan bunganya.”

Dari penjelasan tafsir dari ayat tersebut
jelas bahwa di dalam al-Qur'an melarang
membungakan uang dalam utang piutang
dan itu merupakan riba yang berkembang
di zaman jahiliyyah.

Hal ini sebagaimana dalam hadits
mauquf yang diriwayatkan oleh al Imam

3lbnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al- ‘Adzim, Dar
Tayyibah li Nasyri wa Tauzi’, 1999, hlm.47.

7\
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Baihaqgi di dalam bab jual beli dari jalur
Yazid ibn Abi Hubaib dari Abi Marzug al-

Tajibi  dari  Fudalah ibn  ‘Ubaid

bahwasanya dia berkata:

“Setiap utang-piutang yang
mendatangkan ~ manfaat maka dia
merupakan salah satu bagian dari bagian-
bagian riba”. (H.R. al-Baihagi: 5/350)"

Meskipun hadits tersebut mauqadf
namun hadits tersebut maknanya shahih
dan digunakan sebagai kaidah dalam akad
gard. Ibn ‘Abidin  dalam hasyi’ah-nya
menyebutkan satu pembahasan yang
sangat penting yaitu:

Ahs Bdise ja38 IS

“Setiap utang-piutang yang

mendatangkan manfaat adalah haram.”
Maksud dari gard yang mendatangkan

manfaat adalah yang disyaratkan sejak

awal akad.®

4Adapun lafadz hadits yang berbunyi:

o)l 358 Gadia 33 oo 2K
“Setiap akad utang piutang yang mendatangkan
manfaat maka dia riba”

Hadits ini dijelaskan Ibnu Hajar  haditsnya
tidak shohih. al-Nawawy, Muhyiddin ibn Syarf, al-
Majm(' Syarh al-Muhadzdzab, Dar al-Fikr, Beirut,
1996, cet.1, juz 13 him. 234

*al-Tamratasyi, Syams al-Din, Rad al-Muhtdr
‘Ald Dar al-Mukhtdr, hasyi’ah ibn ‘Abidin. ‘Ald
Syarh Syaikh ‘AlG al-Din Muhammad ibn ‘Ali al-
Hashkaty, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 2000, cet.1 Juz
7, hlm. 413.
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Dari hadis tersebut akhirnya para ulama
membuat sebuah kaidah ushul figih dalam

masalah riba sebagai berikut:
L) o Ladi 2 2,8 IS

“Setiap pinjaman yang menghasilkan

manfaat adalah riba.” °

b.2. Surat al-Baqoroh ayat 282

G o U] o3y wgls 13) Taials Tl G
of 258 i s 93t Lok adiy Likas BT
gle o Qs Li&h AT ke W& i
O o Ga 4 Gua Y5 &5 AT il SaTT
of il ¥ 31 Uaals 31 ke 55T alle 40
oo otk T2 BALTS Jaall, 4405 Ialls 54 Ul
ohe BATs dash il G5 A1 ol @Usg
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ASile s ASEE gl Spls B 065 o
o Sl W3 3RILE 13) Tl als Layuiks i 2105
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6Tahir, Muhammad Mansoori, Kaidah-
Kaidah Keuangan dan Transaksi Bisnis, Ulil
Albaab Institute Pasca Sajana Universitas ibnu
Khaldun, Bogor, 2010, HIm. 195.
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan (utang-
piutang), hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. dan
janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang
yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang
akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
jika yang berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saki yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu
enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya.
yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat  kepada tidak  (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika muamalah itu perdagangan

tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
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maka tidak ada dosa bagi kumu, (jika) kamu
tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dun janganlah
penulis dun saksi saling sulit menyulitkan.
jika kamu lakukan yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini sering disebut oleh para ulama
dengan ayat ad-Dain (utang-piutang). Dan
hakikat dari hutang adalah sebagai berikut:

lds Lpd Gusgall dsl OF dlslas S e Bl

Lwd L ‘3).;343
“Suatu  ibarat dari segala  bentuk
muamalah dimana salah satu pihak
menyerahkan kepada pihak lain berupa
uang sedangkan uang tersebut bagi pihak
yang diserahkan menjadi tanggungannyu
yang dikembalikan (dibayar) secara

tertunda pada temponya.””

Berkaitan dengan ayat ini Imam lbnu
Katsir® ketika rnenjelaskan ayat ini dalam
tafsirnya;

[glolas 13) cridd! salead Jlad dia oLyl I
Lasl el 08 (lagaSs of Ao el
45 uby (Led walall sy Lelis Laylaal

"Abdullah, Muhammad Ibnu al A'robi,
Ahkam al-Qur’an, Dar al-Kutub al I'Imiyyah,
Beirut, Juz I, him, 327.

8lsmail, Ibnu Umar lbnu Katsir, Tafsir al
Qur’an al Adzim, Dar al-Salam li Nasyri wa

Tauzi', Riyadh, Juz 1, HIm. 462.
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“Hal ini merupakan petunjuk dari Allah
SWT buat hamba-hamba-Nya yang
mukmin apabila mereka mengadakan
muamalah secara tidak tunai, yaitu
hendaklah  mereka  mencatatkannya;
karena catatan itu lebih memelihara
jumlah barang dan masa pembayarannya
serta lebih tegas bagi orang yang
menyaksikannya. Hikmah ini disebutkan
dengan jelas dalam akhir ayat, yaitu
melalui Firman-Nya: “Yang demikian itu
lebih adil di sisi Allah dm lebih dapat
menguatkan kesaksian dan lebih dekat
kepada tidak' (menimbulkan) keraguan
kalian. (Al-Bagarah: 282).

Adapun Abdurrahman as-Sa'di dalam
tafsirnya’ menjelaskan banyak faidah dari
ayat ini yang seharusnya di ketahui bagi
orang-orang Yyang terlibat dalarn utang
piutang.

1. Dibolehkan ~muamalah dengan
utang-piutang baik utang secara
murni maupun dalam pembelian
secara kredit.

2. Wajib menentukan waktu tempo
pembayaran dari utang tersebut.

3. Apabila waktu tempo pembayaran

hutang tidak ditentukan maka hal

®lbnu Nashir as-Sa’di, Abdurmahman, Taisir
Karimi ar Rahman fi Tafsir kalam al Manan,
Muasasah ar Risalah, Beirut, 1996. HIm. 98-99.
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tersebut  tidak halal  karena
merupakan ghoror (adanya unsur
penipuan/keculasan).

Perintah Alloh kepada notulen agar
mencatat orang yang  saling
berhutang dengan adil tidak condong
karena kekerabatan dan tidak
mendzolimi karena kebencian.
Bahwasanya notulensi utang-piutang
antar kedua belah pihak merupakan
sebaik-baik amal dan merupakan
bentuk perbuatan Ihsan kepada
keduanya. Dan didalamnya menjaga
hak-hak kedua belah pihak.
Bahwasanya notulen wajib
mengetahui keadilan dan terkenal
sebagai seorang Yyang berperilaku
adil.

Pihak yang meminta pencatatan
adalah pihak yang berhutang.
Bahwasanya persaksian dua orang
wanita dalam masalah utang setara
dengan persaksian satu laki-laki.
Hal ini adalah dalam persaksian
yang menyangkut perkara duniawi.
Adapun dalam masalah din seperti
periwayatan,  berfatwa  maka
kesaksian perempuan setara dengan
laki-laki.

. Tidak boleh mengambil upah

dalam penulisan dan kesaksian
utang  karena  hal  tersebut
merupakan perkara yang telah di
wajibka Alloh. Dan hal tersebut
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merupakan keburukan bagi 2 pihak
yang saling bertentangan.

10. Bahwasanya melukai atau
mencederai saksi dan notulen maka
hal tersebut termasuk tindak
kefasikan dan lain-lainnya.

B. Perspektif  As-Sunnah  tentang

Moratorium
Banyak sekali hadis Nabi Sallallahu

‘alaihi  wassalam yang menjelaskan

tentang Moratorium dalam pembayaran

hutang di antaranya adalah:

1. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu

‘anhuma dalam riwayat al-Bukhori'®

dan Muslim.*!

o (5 58 U6 e Al o uli il G2
AL 3L Osalid abg Bl plag aile 4l
el S (i oisd 3 Calid a las S3B5

aslas 21 ] aslas 0533
“Dari Ibnu Abbas yang menceritakun
bahwa ketika Nabi Sallallahu ‘alaihi
wassalam tiba di Madinah, para
penduduknya telah terbiasa saling
mengutangkan buah-buahan untuk masa
satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun.
Maka  Rasulullah  Sallallahu  ‘alaihi

1 Ipnu Ismail al-Bukhori, Muhammad, al-
Jami’ ash-Shahih, Daral Sya’b, Mesir, 1987, Juz 3,
him 111, Hadits nomer: 2240.

Ybnu Hajjaj, Muslim, Shahih Muslim, Dar
ihya' al Turots al ‘Arobi, Beirut, Juz 3, Him. 1226.
Hadis nomor: 1604.
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wassalam bersabda, "Barang siapa yang
berutang, maka hendaklah ia berutang
dalam takaran yang telah dimaklumi dan
dalam timbangan yang telah dzmaklumi

’

untuk waktu yang ditentukun.’

2. Hadits riwayat ath-Thabrani'? dari
Abu Urnamah (yaitu Asad ibnu
Zurarah), bahwa Rasulullah Sallallahu

‘alaihi wassalam pernah bersabda:
sadds ol vy gl ¥ psr Al Al O B s
e padl i usd Je
“Barang siapa yang ingin mendapat
naungan dari Allah pada hari tiada
naungan kecuali hanya naungan-Nya, maka
hendaklah ia memberikun kemudahan

kepada orang yang dalam kesulitan atau

memaafkan utangnya. (HR. ath-Thabrani)

w

Hadis riwayat Ahmad™ dari Sulaiman
Ibnu  Buraidah
bapaknya.

al-Aslami  dari

3

"QJ

®

ity o35 (K, 4B a5 5 * 5 Sl
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“lbnu  Ahmad ath-Thobroni, Sulaiman,
Mu’jam al Thobroni, maktabah al-Ulum wa al
hikam, Irak, 1983, juz 1, HIm. 304. Hadis nomor:
899.

Blbnu Hambal, Ahmad, Musnad Imam
Ahmad, Muasasah al-Qurtubah, Juz 5, HIm 360,

Hadits nomor: 23096.
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“Barangsiapa yang memberikan tempo bagi
orang yang kesulitan membayar hutang
maka ia setiap hari bersedekah sebesar
uang yang dihutangkannya. Kemudian aku
mendengarmu bersabda, ‘Barangsiapa yang
memberikan tempo bagi orang yang
kesulitan membayar hutang maka ia setiap
hari bersedekah sebesar uang yang
dihutangkannya.” Maka, nabi berkata
kepadanya, ‘Setiap hari ia bersedekah
sebelum hutangnya lunas. Apabila datang
temponya kemudian ia  memberikan
kelonggaran maka baginya pahala
bersedekah setiap hari dua kali lipat.”

Jadi, dari hadis-hadis

menjelaskan bahwa

tersebut
moratorium
dibolehkan  dan
merupakan amalan ibadah yang agung

pembayaran  utang

pahalanya. Hanya saja, hal tersebut harus
dilakukan sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang ada.

Dibolehkan dan

Dilarang Moratorium

C. Syarat-Syarat

1. Kondisi Dibolenkan Moratorium
Pembayaran Utang
Jika kita kaji dalil-dalil dari al-Quran
dan as-Sunnah yang telah dipaparkan di atas,
maka Moratorium pembayaran utang

dibolehkan dalam ajaran Islam. Bahkan

Moratorium (Inzhar ad-Dain). ..

sangat dianjurkan ketika kondisi penghutang
dalam keadaan kesulitan. Namun demikian,
paling tidak ada 5 syarat yang harus
dipenuhi ketika melakukan Moratorium atau
penundaan pembayaran hutang.

a. Kondisi  Penghutang  benar-benar
dalam keadaan tidak mampu untuk
membayar hutang.

b. Terdapat kesepakatan antara kedua
belah  pihak  untuk

penundaan pembayaran hutang.

melakukan

c. Jangka dan tempo pembayaran hutang
jelas.

d. Tidak adanya tambahan bunga atau
syarat manfaat lainnya ketika jatuh
tempo pembayaran utang.

e. Akad Moratorium tersebut didasari
atas keridhaan antara kedua belah
pihak. Artinya adanya kesiapan dalam
menanggung resiko atas

keterlambatan oleh kedua belah pihak.

2. Kondisi Melakukan
Moratorium Pembayaran Hutang

Dilarang

Hukum asal dalam muamalah utang-
piutang adalah dibayar ketika jatuh
temponya. Adapun ditempuh Moratorium
adalah sebagai solusi bijak ketika terjadi
ketidakmampuan sang penghutang untuk
membayar hutang ketika jatuh tempo.
Akan tetapi ada beberapa kondisi opsi
moratorium dilarang di dalam tinjauan

Islam. Di antaranya yaitu:
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1. Penghutang dalam kondisi mampu
untuk membayar hutang ketika
jatuh tempo akan tetapi ia sengaja
menunda-nunda pembayarannya.

Dalam hal ini Rosululloh Sallallahu

‘alaihi wassalam bersabda dalam hadis

riwayat Muslim**

jaals e Je w8250 Al 31 ks i ks
“Menunda-nunda  pembayaran hutang
dalam keadaan suatu kedzaliman. Dan
apabila hutang tersebut dialihkan kepada
orang kaya dan terpercaya yang siap
menanggung (anjak piutang) maka

hendaknya ia menerima hal tersebut.”

Di dalam kitab 'Ainul Ma’bud™ Maksud
dari (gat Jwe) adalah  mengakhir-kan

pembayaran utang dari waktu ke waktu.

Maksud dari kezhaliman atau () adalah

penundaan pembayaran hutang
(Moratorium) pada dasarnya mencegah
pelaksanaan kewajiban yang seharusnya
dilakukan dan ini merupakan sesuatu yang
haram dari seseorang yang mampu
walaupun dia seorang yang kaya. Namun
demikian, tidak berarti pula bahwa orang
yang miskin boleh menunda-nunda ketika

sanggup membayar hutangnya.

“Ibnu Hajaj, Muslim, Shahih Muslim, Dar al
Jill, Beirut, Juz 5, HIm. 34, hadist nomor: 4085.

1syamsuddin al Haq al ‘Adzim, Muhammad,
Ainul Ma'bud Syarhu Sunan Abu Dawud, Dar al-
Kutub al lImiyyah, Beirut, Juz 9, Him. 139.
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Hadits yang senada dengan hadits di
atas adalah Hadis Amr Bin Syarid.

d5sats Anpe Ul uz 311

“Orang kaya yang menunda-nunda

pembayaran hutangnya maka boleh

dicemarkan reputasinya dan diberi sanksi

hukuman.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)™

Dari dalil hadits di atas menunjukkan

tentang keharaman Moratorium
pembayaraan hutang ketika dalam keadaan
mampu. Adapun larangan Moratorium
selain poin di atas pada dasarnya kebalikan
dari poin-poin dibolehkannya Moratorium
seperti yang telah disebutkan:

a. Tidak adanya kesepakatan antara
kedua belah pihak untuk melakukan
moratorium.

b. Jangka dan tempo pembayaran
hutang tidak jelas.

c. Adanya tambahan bunga atau syarat
manfaat lainnya ketika jatuh tempo
pembayaran.

d. Akad Moratorium tersebut tidak
didasari atas keridhoan antara kedua

belah pihak.

D. Hukum Tambahan Manfaat dan
Denda (Penalty) dalam Moratorium

Pembayaran Hutang

"Lukman al Salafi, Muhammad, Tuhfalul
Kirom Syarah Bulughul Marorn, Dar al Da'i li
Nasyri wa Tauzi, Riyadh, 2000, HIm. 539, Hadits

Nomor: 838.
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Sebelum kita membahas bagaimana
hukumnya, maka dalam hal ini perlu kita
bedakan antara istilah ‘tambahan manfaat’
dan ‘denda/penalty’ dalam pembayaran
hutang. Walaupun keduanya hampir mirip
dalam istilah namun dalam prakteknya
keduanya memiliki hakikat yang berbeda
jika kita rinci.

1. Tambahan manfaat

Tambahan yang dimaksudkan disini
bukan sekedar hanya uang akan tetapi
segala manfaat yang dikaitkan dengan
utang piutang tersebut. Dalam hal ini perlu
kita pahami kaidah yang penting yang
telah  disebutkan  sebelumnya  juga
berkaitan dengan utang-piutang.

Ly b Ladi y> (2,8 S
“Setiap pinjaman yang menghasilkan
manfaat adalah riba”

Syariah tidak membolehkan kepada
pemberi  pinjaman untuk  mengambil
pendapatan dan manfaat apapun dari
pinjaman yang diberikan kepada peminjam
hutang. Manfaat itu adalah riba yang
dilarang dalam pandangan syariah. Namun
maksud dari manfaat yang dilarang di dalam
kaidah tersebut adalah manfaat yang telah
ditentukan dan disyaratkan di awal akad.

Di dalam Al Mughn/i Ibnu Qudamah

rahimahullah membuat satu pembahasan

YIbnu Qudamah, Al Mughniy, Maktabah Al
Qahirah, juz 4, him. 240. (Al Maktabah Asy
Syamilah)
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yang penting tentang syarat tambahan dalam
berhutang. Dalam penjelasan tersebut beliau
mengatakan bahwa terdapat ijma’ dalam

pengharaman tambahan tersebut.
Ay B3 348 o O b bk (a8 3K
130 Salel & e 1gaast a3 g sl
Je Calnle g 5 B3l caludad) i g
U 3 e sl 38T &1 LAl

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada
tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini
tanpa diperselisinkan oleh para ulama. Ibnul
Mundzir rahimahullah berkata, ‘Para ulama
sepakat bahwa jika seseorang yang
meminjamkan utang dengan mempersyarat-
kan kepada penghutang hadiah atau
tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan
mengambil tambahan atau hadiah tersebut,
maka itu adalah riba.”

Sebagai contohnya adalah sebagai
berikut. “Saya akan pinjami kamu uang
akan tetapi kamu harus pinjamkan sepeda
motor kamu kepada saya.” Tambahan
manfaat seperti peminjaman motor dalam
kasus tersebut yang disyaratkan di awal
adalah  bentuk riba yang dilarang.
Tambahan manfaat yang disyaratkan itulah
yang dimaksudkan di dalam kaidah ini.

Adapun tambahan yang bersifat suka rela
dan tidak dipersyaratkan dalam akad utang
piutang maka hal tersebut dibolehkan.
Seperti ketika orang yang meminjam utang

saat mengembalikan ia memberi tambahan
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sebagai tanda terimakasih akan tetapi
tembahan tersebut benar-benar murni tidak
disyaratkan di dalam akad. Adapun dalil
pembolehan ini adalah hadits dari Abu
Hurairah dalam Shahih Bukhari.'®
ale Al oo 21 TSl & die Al o Bi5a o 02
wlis aile A o Al Usls OIED e SLalsss ol
U250 LS diee (o hadl Ui ¥) Jd s 150183 Bokaif
oy ale 4N Jio Al sz QB A SesT gaidal
$Uad aasl Gl s Ge LB okt
“Abu Hurairah meriwayatkan sebuah
hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi
Nabi sallahu ‘alaihi wassalam untuk
menagih utang unta kepada Rosulullah
sallahu ‘alaihi wassalam, maka Rosulullah
sallahu  ‘alaithi  wassalam  berkata,
‘Kembalikan untanya.” Para sahabatpun
berkata, ‘Kami tidak mendapati unta
kecuali unta yang lebih bagus dari kualitas
untanya dari sisi usianya. Maka laki-laki
itu berkata, ‘Lunasilah utangku semoga
Allah melunasimu.” Maka Rosulullah
sallahu  ‘alaihi  wassalam  bersabda,
‘Berikan unta yang lebih berkualitas itu.
Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah
yang paling baik dalam melunasi utang.”
Jadi, jelas sekali bahwa tambahan
manfaat yang dilarang adalah yang

dipersyaratkan di dalam akad. Adapun

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih
al Bukhari, Dar lbn Katsir, Beirut, 1987, Juz 2,
him. 843. Nomor hadis 2263.
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tambahan atau hadiah yang murni tidak

dipersyaratkan bukan termasuk riba.

2. Denda (penalty)

Denda keterlambatan utang atau penalty
di dalam bahasa arab disebut dengan al-
Ghoromah al-Maliyyah. Biasanya denda
atau penalty ini diberlakukan ketika
keterlambatan utang dianggap memberi
madhorot atau kerugian yang dialami oleh
debitur. Memang Moratorium seringkali
berdampak negatif kepada debitur baik
dalam pembelanjaan harta maupun investasi
lainnya. Moratorium sendiri secara esensi
merupakan bentuk dari madharat yang
terkadang berimplikasi pada kerugian sektor
lain di bawahnya. Atau bahkan berpengaruh
pada perolehan keuntungan atau ekspektasi
yang mungkin bisa dipastikan karena siklus
cash flow keuangan yang rutin ketika tidak
terjadi keterlambatan pembayaran hutang
dalam perusahaan. Namun demikian,
seringkali prakteknya tidak jauh beda
dengan sistem riba jahiliyah.

Dalam hal ini maksud dari madharat
adalah lawan dari manfaat. Bisa juga
diartikan segala dampak negatif yang
muncul dari Moratorium. Secara global
kemudharatan yang biasanya

mengakibatkan denda terbagi menjadi dua:

a. Kemudhorotan/dampak negatif yang
ditimbulkan karena murni penundaan

dan tidak terkait dengan ekspektasi
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keuntungan yang pasti bisa diraih

dengan penundaan hutang tersebut.

Dalam kasus ini seperti dalam kasus
kredit yang terjadi di bank konvensional.
Nasabah

tambahan bunga dari cicilan yang

dikenakan  denda  berupa

dibayarkan setiap bulannya. Hal ini
merupakan praktek dari riba yang dilarang
dalam Islam. Atau seperti praktek
perorangan seperti perkataan sang pemberi
hutang kepada penghutang, ‘Jika kamu
terlambat membayar hutang pada tempo
yang disepakati, maka akan kami denda
dari keterlambatan tersebut 5% dari jumlah
hutang.” Praktek seperti ini jelas-jelas
praktek riba yang dilarang di dalam Islam.

b. Denda disebabkan kemadharatan akan
hilangnya keuntungan yang kemung-
kinan besar bisa dipastikan diperoleh jika
tidak terjadi keterlambatan hutang.
Keterlambatan ~ pembayaran ~ hutang

terkadang membawa madharat besar jika

ruang lingkupnya adalah investasi perusaham
besar pula. Contohnya seperti seseorang yang
menjual mobil dengan harga 100 juta rupiah

secara murobahah dengan keuntungan 10

persen dan akan dibayar selama setahun.

Ternyata sang pembeli menunda pembayaran

hingga dua tahun. Seandainya pembeli

melunasi pada temponya bisa dipastikan

penjual akan mendapatkan keuntungan 20

persen selama dua tahun dari uang tersebut.

Moratorium (Inzhar ad-Dain). ..

Apakah dalam hal ini sang penjual boleh
memberikan denda?

Pada kasus ini para ulama kontemporer
berbeda pendapat antara melarang dan
membolehkan. Pendapat yang melarang
berdalil bahwa tidak bolehnya mendenda
orang yang berhutang dan mampu
melunasi dengan membayar denda
kerugian yang tidak disyaratkan di akad
karena penundaan pembayaran. Pendapat
ini merupakan pendapat al-Majma' Al
Fighi dan mayoritas ulama kontemprer.
Adapun ulama yang membolehkan seperti
Syaikh Abdullah al Mani' dan Musthofa
Ahmad al-Zarga' dengan alasan salah
satunya karena hal tersebut tidak
bertentangan dengan syariah  bahkan
pelakunya ibarat orang yang men-ghasab
(mengambil paksa) harta orang lain®.
Terlepas dari perbedaan tersebut berlepas
diri dari khilaf jauh lebih selamat. Sebab
masalah ini tentu sangat butuh penelitian
khusus dan kajian ekonomi yang

mendalam dari berbagai macam segi.

E. Sanksi Hukum Bagi Orang Yang
Menunda  Atau Tidak Bisa
Membayar Hutang
1. Sanksi bagi orang yang menunda

membayar hutang dalam

keadaan mampu

9 ihat tulisan Dr. Sulaiman lbnu Sholih al
Daakhil, al Ta ‘'widh ‘'an al Adhror al
Mutarottabah al Mumatholah al  Duyun,
http://www.saaid.net.
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Rosululloh Sallahu ‘alaihi wassalam

bersabda:

“Orang kaya yang menunda-nunda
pembayaran hutangnya patut diumumkan
dicemarkan reputasinya (hama baiknya)

dan diberi sanksi hukuman. (HR. Abu
Dawud dan Nasa'i)

Dalam menjelaskan hadits ini Syaikh
Hasan Ayyub®® menukil perkataan Ibnu al-

Mubarak, “Maksud dari (42,c J=) adalah

orang yang menunda-nunda tersebut berhak
mendapatkan tekanan untuk membayar
hutang dan ketika dipengadilan dia boleh
dikatakan sebagai seorang yang zhalim,

Adapun makna (ausics) Yaitu dia dikenai

sanksi kurungan sampai dia membayar
hutangnya. Kemudian dia menjelaskan
bahwa orang yang tidak mampu maka tidak
berhak mendapatkan kurungan dipenjara.
Sebab ia bukanlah orang zhalim karena
belum mampu membayar.

Apabila orang yang mampu tersebut
menyembunyikan  kekayaannya, maka
hakim berhak memenjarakannya bahkan
memberikan  hukuman  lain  sampai
mengeluarkan  hartanya. Apabila ia
beralasan hartanya hilang, maka alasan
tersebut tidak bisa diterima sampai ada

bukti yang akurat. Apabila ternyata ia

“Hasan Ayub, Figh al Mu’amalat al Maliyah
al Islami, Dar al Salam, Mesir, 2006, HIm.180.
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tidak ada bukti yang jelas, maka berhak
dipenjara. Adapun tujuan memenjarakan
tersebut semata-mata hanya untuk mencari
kejelasan harta kekayaannya. Jika ternyata
benar-benar didapati tidak ada hartanya,

maka ia wajib dibebaskan.”

2. Sanksi bagi orang yang tidak
membayar hutang

a. Sanksi di Dunia

Orang yang tidak membayar hutang,
maka di dunia dia berhak mendapat sanksi
berupa pelarangan pembelanjaan harta
(penyitaan) atau harta tersebut dijual dan
digunakan  untuk  melunasi  hutang-
hutangnya. Dalam hal ini terdapat hadis
tentang kisah Mua’adz bin  Jabal

Radhiallahu anhu.
Lud cluwy ¥ o8y Lo LLa dia (o 3l "
- @l G el 3 b 3l G olay J old
15655 518 coelaye @IS 4ala - ol 4l W Joo
ale w Lo - dll Jgaey oY 3al 1650 oY
- wlas e W Jo - il Jsy o §lid - @1i3
Cuds 929 sod apiy e B o Al o
1435) @3, "c oY1 lasl Caais

“Bahwasanya Mu’adz ibnu Jabal seorang
pemuda yang pemurah akan tetapi ia tidak
memiliki apa-apa. Dan dia seorang yang
senantiasa berhutang hingga seluruh
hartanya dan barang-barangnnya habis

untuk keperluan hutang. Maka Nabi
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Sallahu Alaihi Wassalam datang dan
menyarankan agar dia membicarakannya
dengan pemilik harta. Seandainya mereka
semua meninggalkan/ memaafkan hutang
tersebut (seolah-olah semua itu karena
kedudukannya disisi Rosululloh Sallahu
Alaihi Wassalam saja) Maka Rosululloh
Sallahu Alaihi Wassalam menjual barang-
barang milik Mua'adz dan memberikan
kepada pemilik hutang untuk melunasinya
hingga pada saat itu Mu’adz tidak punya
harta sedikitpun.” (HR. Said di dalam
Sunannya. Hadis ini didhaifkan Syaikh
Albani di dalam Al Irwa’ no. 1435)
Dalam menjelaskan hadits ini Imam
asy-Syaukani? mengatakan “Bahwasanya
dibolehkan menyita bagi orang yang tidak
dan di

bolehkannya bagi hakim menjualnya untuk

mampu membayar hutang
menutupi  hutangnya  tanpa  harus
membedakan apakah hutang tersebut
banyak atau sedikit.”

Ibnu Qudamah berkata di dalam ‘Al
Mughni??,

Jlad e e iy Y Wl Gga0 Gl Yl o3 (Gs”

e S ST Mulm_l diey) dde yxxll pﬂ.’z)\ shlo,s

Zlbnu 'Ali Ibnu Muhammad asy-Syaukani,
Muhammad, Nailul al Author min Ahaadits
Sayyidu al Ahyar Syarh Muntago al Akhbar, Dar
Ibnu Hazm, Beirut, 2000, HIm.1099, Hadits nomor:
2315.

“lbnu Qudamah, Al Mughni, Darul Fikr,
Beirut, 1405 H, Juz 4 him.493.
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“Kapan saja seseorang wajib melunasi
hutangnya akan tetapi tidak mampu melu-
nasinya kemudian orang menghutanginya
meminta kepada hakim untuk menyita
hartanya, maka wajib bagi hakim untuk
merealisasikannya. Dianjurkan pula untuk
menampakkan penyitaan atasnya agar orang
lain  menghindar dari  bermuamalah
dengannya. Apabila telah disita asetnya
maka ada empat hukum terkait atasnya:

1. Hak-hak orang yang dihutangi terkait
dengan harta atau aset yang ada.

2. la dilarang menggunakan hartanya
(yang disita)

3. Siapa saja dari orang yang dihutangi
yang mendapati asset orang yang
berhutang tersebut maka ia lebih
berhak dengan asset tersebut dari
orang lain yang juga berhutang
ketika ada syarat-syarat terkait

dengannya.
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4. Bagi hakim untuk menjual asetnya
dan melunasi orang-orang Yyang
dihutanginya dan hukum asal ini
sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Ka’ab bin Malik Radhiallahu ‘anhu.

Setelah disita harta tersebut maka bagi

hakim segera menjual dan membaginya
kepada pemilik hutang. Hal tersebut
sebagaimana yang di jelaskan oleh al
Khatib asy Syarbini dalam Mughni al
Muhtaj. %

9 eslayill o dasidy Ao auts el oy oalall ol
Slaall @8 Joaill @F Olgumell @ conlnd By Lo oy
“Hendaknya hakim bersegera menjual
aset yang disita dari orang yang tidak bisa
membayar tersebut serta membagikan
kepada pemilik hutang. Penjualan aset
dimulai dari barang-barang yang mudah
rusak kemudian hewan-hewan, kemudian
barang yang bisa dipindahkan baru

)

kemudian tanah dan bangunan.’

b. Sanksi Akhirat

Adapun sanksi akhirat maksudnya
sanksi yang diberikan Allah di hari akhirat
terhadap mereka yang tidak membayar
hutangnya di dunia. Dalam hal ini ada
beberapa hadits yang menjelaskan bahwa

dosa hutang akan senantiasa dibawa mati

% Muhammad Ibnu al Khotib asy Syarbini,
Syamsuddin, Mughni al Muhtaj ila Ma rifati
Ma’ani al Alfadz al Minhaj, Dar al Fikr, Beirut,
1998, h. 205.
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walaupun seseorang mati syahid di jalan
Allah.  Rosululloh  Sallahu  Alaihi

Wassalam bersabda:

R ) L83 EK B 5%
“Diampuni bagi orang yang mati Syahid
selurun dosanya kecuali dosa yang

berkaitan dengan
(HR.Muslim)**

utang-piutang.”

Hadis ini  menunjukkan  betapa
pentingya memenuhi hak sesama manusia,
terutama masalah uang, sampai seorang
yang mati syahid pun tidak mendapatkan
pengampunan walaupun berulang kali ia

mati syahid.?

Hadis yang senada dengan hadis di atas
adalah:
“Jiwa seorang Mukmin akan senatiasa
menggantung dengan hutangnya sehingga
dia melunasinya.” (HR. at-Tirmidzi)?®
Itulah beberapa sanksi bagi mereka
yang tidak mampu membayar hutang
setelah dilakukan moratorium kepada

mereka.

*Ibnu Hajaj, Muslim, Shahih Muslim, Dar al
Jiil, Beirut, Juz 6, HIm.38, Hadits nomor: 4392.

% Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika
Ekonomi Islami, Gema Insani Press, Jakarta, 1997,
Him. 149.

*|bnu Isa at Tirmidzi, Muhammad, a/ Jami’
al Shahih Sunan at Tirmidzi, Dar lhya at Turats al
‘Arabiy, Beirut, Juz 3, Hlm 389. Hadits nomor:

1078.
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F. PENUTUP

Dari pembahasan tersebut dapat kita ambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Definisi Moratorium secara bahasa
berarti penundaan atau penangguhan.
Namun secara konteks biasanya
digunakan dalam penangguhan atau
pembayaran utang didasarkan pada
undang-undang agar dapat mencegah
krisis keuangan yang makin hebat.
Adapun secara istilah moratorium bisa

didefinisikan  sebagai  suatu  proses

pemberian tangguh atau penundaan yang
dilakukan oleh pemilik piutang kepada
penghutang dalam jangka tempo tertentu
yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Dasar hukum dari Moratorium dalam
al-Qur'an adalah surat al-Baqoroh ayat

280 dan 282. Adapun dalil dari hadits

diantaranya Hadis Ibnu Abbas

radhiyallohu ‘anhuma dalam riwayat al-

Bukhori dan Muslim “Dari Ibnu Abbas

yang menceritakan bahwa ketika Nabi

Sallahu Alaihi Wassalam. tiba di Madinah

para penduduknya telah terbiasa saling

mengutangkan buah-buahan untuk masa
satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun.

Maka Rosululloh Sallahu Alaihi Wassalam

bersabda, “Barang siapa yang berutang,

maka hendaklah ia berutang dalam
takaran yang telah dimaklumi dan dalam
timbangan yang telah dimaklumi untuk

waktu yang ditentukan.

Moratorium (Inzhar ad-Dain). ..

2. Syarat -syarat yang harus dipenuhi
ketika melakukan Moratorium atau
penundaan dalam pembayaran hutang
adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Penghutang benar-benar
dalam keadaan tidak mampu dalam
pembayaran hutang.

b. Adanya kesepkatan antara kedua
belah pihak untuk melakukan
penundaan pembayaran hutang.

C. Jangka dan tempo pembayaran
hutang jelas.

d. Tidak adanya tambahan bunga atau
syarat manfaat lainnya ketika jatuh
tempo pembayaran.

e. Akad Moratorium tersebut didasari
atas keridhoan antara kedua belah
pihak. Artinya kesiapan

menanggung resiko atas

keterlambatan  ditanggung oleh
kedua belah pihak.

Adapun kondisi dilarang melakukan
moratorium adalah kebalikan dari kondisi-

kondisi di atas.

3. Adapun hukum tambahan dalam
moratorium pembayaran hutang maka
dalam  syariah tidak membolehkan
debitur untuk mensyaratkan dalam akad
hadiah dan manfaat apapun dari
pinjaman. Manfaat dan hadiah yang
disyaratkan itu adalah riba yang dilarang
dalam pandangan syariah. Adapun

tambahan yang bersifat suka rela dan
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tidak dipersyaratkan dalam akad utang

piutang maka hal tersebut dibolehkan

Adapun  hukum  denda  dalam
penundaan pembayaran hutang. Jika denda
tersebut  karena murni penundaan dan
tidak terkait dengan keuntungan yang pasti
bisa diraih dengan penundaan hutang maka
hal tersebut dilarang. Namun jika denda
tersebut disebabkan kemudharatan akan
hilangnya keuntungan yang dipastikan
diperoleh jika tidak terjadi keterlambatan

hutang ,maka disini ada perbedaan di

kalangan ulama antara melarang dan

membolehkan.

4. Sanksi hukum bagi seorang yang
mampu  membayar hutang dan
menunda-nundanya adalah  haram
karena termasuk kezhaliman. Apabila
orang  yang mampu tersebut

menyembunyikan kekayaannya, maka

hakim  berhak

bahkan memberikan hukuman lain

memenjarakannya
sampai mengeluarkan hartanya.
Apabila ia beralasan hartanya hilang,
maka alasan tersebut tidak bisa
diterima sampai ada bukti yang akurat.
Apabila dia tidak ada bukti yang jelas
,maka berhak dipenjara. Adapun tujuan
memenjarakan tersebut semata-mata
hanya untuk mencari kejelasan harta
kekayaannya. Jika ternyata didapati
benar-benar tidak ada maka dia wajib

dibebaskan. Sedangkan sanksi bagi

Moratorium (Inzhar ad-Dain)...

orang Yyang tidak bisa membayar

hutang sebagai berikut:

a. Sanksi di dunia

Orang yang tidak mampu membayar
hutang maka di dunia dia berhak mendapat
sanksi berupa pelarangan pembelanjaan
harta (penyitaan) atau harta tersebut dijual
dan digunakan untuk melunasi hutang-
hutangnya.

b. Sanksi di akhirat

Adapun sanksi bagi orang yang tidak
bisa membayar hutang maka dosanya tidak
akan di ampuni meskipun ia meninggal

dalam keadaan syahid.
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